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Abstract. The purpose of this research is to find out how the legal rules regarding cooperation agreements in 
business activities are viewed from a business law perspective and what forms of cooperation in trade activities 
can be carried out by company management. By using normative juridical research methods, it is concluded: 1. 
The legal rules regarding cooperation agreements in business activities are reviewed from the perspective of 
business law, referring to Civil law, especially Article 1313 of the Civil Code, which states that "An agreement is 
an act in which one or more people bind oneself to one or more other people." So it is clear that agreements give 
rise to agreements, as well as the Trade Code and Indonesian laws and regulations in various forms of business 
entities. 2. Forms of cooperation in trading activities that can be carried out by company management, such as 
Mergers, Consolidations, Joint Ventures and Franchising. A merger is a combination of one or several business 
entities so that from an economic point of view they are one unit, without merging the merged business entities. 
Consolidation/merger between two or more business entities that combine themselves to merge into one and form 
one new business entity (consolidation). This aims to "make healthy" the business entity concerned or what is 
usually called restructuring. Joint Venture is an agreement between two or more parties to collaborate in an 
activity. Franchise Agreement in which one party is given the right to exploit and/or use the rights to intellectual 
property or inventions, or business characteristics owned by another party in exchange for compensation based 
on the terms and/or sale of goods and services. 1 Article. 2 Lecturers at the Faculty of Law, Unsrat, Manado. 
Master of Law. 
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Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap 
perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis dan bagaimana bentuk-bentuk 
kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan 
bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313 KUH Perdata, 
yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri 
terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH 
Dagang dan peraturan perundanganundangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha. 2. Bentuk-bentuk 
kerjasama dalam kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan manajemen perusahaan seperti Merger, Kosolidasi, 
Joint Ventura dan Waralaba. Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari 
sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Konsolidasi/penggabungan 
antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu 
badan usaha yang baru (peleburan). Hal ini bertujuan untuk “menyehatkan” badan usaha yang bersangkutan atau 
biasa disebut restrukturisasi. Joint Ventura sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk 
melakuklan kerjasama dalam suatu kegiatan. Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk 
memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang 
dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. 1 Artikel. 2 Dosen 
Pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado. Magister Ilmu Hukum.  
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dan sejumlah 

keterbatasan dalam pengembangannya. Meski demikian bangsa Indonesia sebagai negara 

berkembang saat ini, ekonomi pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, 

meskipun kemajuan tersebut ditandai masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis 
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ekonomi yang berkepanjangan, yang menyebabkan pemanasan dan pelambatan ekonomi di 

Indonesia. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang 

kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi merupakan hasil kerja keras serta kerjasama 

segenap lapisan masyarakat, termasuk pihak pemerintah dan perusahaan secara terus menerus 

secara berkesinambungan. 

Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, dimana sedang memasuki era free trade, 

maka Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan di bidang hukum sebagaimana 

dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, di mana salah satu 

kebijakan tersebut adalah amanat untuk mengembangkan peraturan perundangundangan yang 

diarahkan guna untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan 

bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.  

Salah satu kegiatan perekonomian sesuai dengan arah kebijakan ekonomi dalam GBHN 

1999, adalah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka 

meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap 

kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan 

kompetitif terutama berbasis keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan bagi 

investasi baik di pusat maupun di daerah. 

Disisi lain adanya fakta bahwa kebijakankebijakan hukum di bidang ekonomi tersebut, 

seringkali terhambat oleh belum berfungsinya hukum sebagai Law in action dalam 

mengantisipasi berbagai perubahan di bidang ekonomi. Asia Free Trade Area (AFTA) telah 

merubah tatanan sistem kegiatan ekonomi dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar 

(market economy) dimana standar pasarlah yang menentukan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikembangkan oleh Adam Smith (1774) dalam Daniels (1987), dalam 

bukunya Wealth of Nation.1 

Hukum seha lrusnya l da lpa lt berfungsi seba lgali sociall engineering dimalnal hukum seba lgali 

penggeralk untuk menguba lh polal pikir serta l polal tindalk malsyalralka lt di bidalng ekonomi. 

Tuntutaln pa lsa lr menghalruskaln penyesua lialn sta lndalr-stalnda lr hukum balik dallalm perdalgalngaln 

(tra lde) malupun investa lsi (investaltion). Pembalnguna ln pa ldal bidalng ekonomi merupa lkaln 

penggeralk utalmal pemba lnguna ln, nalmun pembalngunaln ekonomi ini halrus diserta li upa lyal sa lling 

memperkua lt, terkalit, sertal terpa ldu dengaln pembalnguna ln bida lng la linnya l. 

 
1 Dalniels, Unda lng-Unda lng No. 1 Ta lhun 1967 Da llalm Perspektif Hukum Investa lsi, ALirlalngga l, Ba lndung, 2017, 
hall. 4. 
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Pemba lngunaln ekonomi dengaln hukum mempunya li hubunga ln timball ballik daln eralt. 

Balhka ln Halrtono menyalta lka ln 2 

“... pemba lha lrualn dalsa lr-dalsalr pemikiraln di bidalng ekonomi ikut menguba lh daln 

menentuka ln da lsa lr-dalsalr system hukum ya lng bersalngkuta ln, ma lka l penega lkka ln a lsa lsa lsa ls hukum 

yalng sesua li jugal alkaln memperlalncalr terbentuknyal struktur ekonomi ya lng dikehenda lki, tetalpi 

seballiknyal penegalkkaln alsals-alsals hukum ya lng tidalk sesua li justru alka ln menghalmbalt 

terciptalnyal struktur ekonomi yalng dicita l-citalkaln”. 

Hukum merupa lkaln sa llalh saltu bida lng ya lng perlu dibalngun untuk memperkokoh ba lngsa l 

Indonesia l di dallalm mengha ldalpi kemaljua ln serta l perkembalnga ln ilmu, teknologi, da ln seni yalng 

salngalt pesa lt. Malsalla lh hukum buka lnlalh ma lsa llalh yalng berdiri sendiri, a lkaln tetalpi berkalita ln eralt 

denga ln malsa llalh-malsalla lh kemalsyalralka ltaln lalinnyal. Salleh menyalta lkaln :3 

“Memalng benalr ekonomi merupa lkaln tulalng punggung keseja lhteralaln malsyalra lkalt, daln 

3 Da lniels, Undalng-Undalng No. 1 Ta lhun 1967 Dallalm Perspektif Hukum Investa lsi, A Lirla lnggal, 

Balndung, 1987, ha ll. 4. 4 Budi Halrtono, S, Hukum Ekonomi Pemba lnguna ln Indonesial, Ceta lkaln 

Perta lmal, Binal Ciptal, Ba lndung, 1982, ha ll. 6-7. 5 I. Salleh, Hukum da ln Ekonomi, Ceta lkaln 

Perta lmal, PT. Gralmedial Pustalkal Utalmal, Jalkalrta l, 1990, hall. 27. mema lng bena lr ba lhwa l ilmu 

pengetalhua ln daln teknologi a ldalla lh tialng-tialng penopalng kema ljualn sua ltu ba lngsa l, na lmun tida lk 

dalpa lt disalngkall ba lhwa l hukum merupalka ln pra lnalta l ya lng pa ldal alkhirnya l menentukaln balgalimalna l 

kesejalhteralaln yalng dica lpa li tersebut dalpa lt dinikma lti secalra l meralta l, balgalimalna l kea ldila ln sosiall 

dalpa lt diwujudkaln dallalm kehidupa ln ma lsyalra lkalt, daln balgalimalna l kema ljualn ilmu pengetalhualn 

daln teknologi da lpalt membalwal keba lha lgiala ln ba lgi ra lkyalt balnyalk”. 

Disisi lalin pemba lnguna ln perekonomia ln yalng dibinal sertal dikemba lngkaln talnpal 

memperha ltika ln keseimba lngaln sertal ketertiba ln a lkaln mencipta lkaln ketida lkseimba lngaln. Oleh 

kalrenal itu, cukup perlu diba lngun sertal dibinal denga ln ba lik sehingga l dalpalt memberikaln 

sumbalnga ln positif balgi kemaljualn balngsa l Indonesial. Kemaljua ln ekonomi ba lngsa l Indonesia l, 

tidalk terlepals da lri pengalruh ekonomi globa ll.  

Pemberlalkua ln ALFTAL, tela lh membukal wa lcalna l balru dalla lm sistem hukum da ln ekonomi 

khususnya l di ALsial Tenggalral. Indonesial ya lng diperha ldalpkaln pa ldal sistem tersebut malu tidalk 

ma lu ha lrus mengikutinya l supalyal tida lk ketingga llaln di dallalm persa lingaln alnta lr nega lral ALSEALN. 

ALreal Perdalgalnga ln Beba ls A Lsea ln (ALFTAL) merupalkaln sua ltu bentuk kerja l salma l regionall 

di A Lsial Tengga lral yalng bertujualn untuk mengha lpuska ln tralde balrriers a lntalr nega lra l alnggota l 

 
2 Budi Halrtono, S, Hukum Ekonomi Pembalnguna ln Indonesia l, Ceta lka ln Pertalma l, Bina l Cipta l, Ba lndung, 2012, ha ll. 
6-7 
3 I. Sa lleh, Hukum daln Ekonomi, Ceta lka ln Perta lma l, PT. Gra lmedia l Pusta lka l Utalmal, Ja lkalrta l, 2019, ha ll. 27 
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ALSEALN. Munculnya l kerja l salmal regiona ll di bida lng ekonomi merupa lkaln fenomena l globall yalng 

terjaldi diberbalgali belalhaln dunia l. Terjaldinyal blok-blok ekonomi seba lgali respons terhaldalp 

globa llisalsi da ln perda lgalngaln bebals ya lng menja ldi trend di dunia l salalt ini. Melallui KTT A Lsealn 

di Singa lpural palda l bulaln Jalnualri talhun 1992 seca lral Forma ll menyetujui pembentuka ln ALsea ln 

Free Tra lde ALrea l (ALFTAL) dengaln mela lhirka ln Common Effective Preferentia ll Talriff (CEPT). 

Diberlalkukalnnya l A LFTA L bertujualn untuk mengura lngi ha lmbalta ln talrif/ nontalrif di a lntalral 

sepuluh nega lral ALsea ln, gunal mela lkukaln economic recovery serta l meningkaltka ln ba lrga lining 

position di ma ltal malsyalralka lt internalsionall. Dalri sisi kealnggota laln A LFTAL terdiri a ltals sepuluh 

nega lral alnggotal daln terbalgi menjaldi dual kelompok, ya litu enalm Negalra l pena lnda ltalnga ln CEPT 

(Indonesia l, Ma llalysia l, Singalpural, Filipina l, Tha lila lnd, Brunei Dalrussa llalm) palda l talhun 1992 da ln 

empalt nega lral yalng bergalbung kemudia ln (Vietnalm, Ka lmboja l, Mya lnmalr, da ln Lalos) pa ldal talhun 

1995 paldal wa lktu KTT A Lsealn yalng diselengga lralka ln di Balngkok. Lalos daln Mya lnmalr 

berga lbung pa ldal talhun 1997; serta l Kalmbojal paldal talhun 1999. A Ldalpun tujua ln dibentuknyal 

ALFTAL, ya litu : 

a. Meningka ltkaln keunggula ln kompetitif sebalgali balsis produksi palsalr dunia l.  

b. Liberallisali perda lga lngaln mengura lngi kendalla l ta lrif da ln nonta lrif alnta lr nega lral alnggotal.  

c. Efisiensi produksi da llalm meningkaltka ln da lya l saling ja lngkal pa lnjalng.  

d. Ekspalnsi perdalgalnga ln interregiona ll memberika ln konsumen di A LSEALN lebih balnyalk 

pilihaln serta l kuallita ls produk lebih balik. 

Talrget diberlalkukalnnya l ALFTA L ya litu untuk menguralngi ta lrif, balhkaln menuju zero 

ta lriffs ralte sebelum ta lhun 2023. Pemberla lkua ln kesepa lkalta ln ALFTAL terhalda lp ena lm nega lra l 

pena lndal ta lngaln seca lral serentalk berla lku efektif seja lk ta lhun 2010, seda lngka ln untuk Vietna lm 

ta lhun 2013, La los daln Myalnmalr 2015, daln Ka lmboja l palda l ta lhun 2017. Pa ldal walktu yalng 

ditentuka ln tersebut semual produk ha lrus malsuk dallalm skemal CEPT. 

 

 

 

METODE PENELITIA LN 

Penelitialn ini merupa lkaln penelitialn hukum norma ltif. Untuk menda lpaltkaln sumber da ltal 

dallalm penelitia ln ini, diguna lka ln bebera lpal pendekalta ln penelitialn yalkni pendeka ltaln pera lturaln 

perunda lng-undalngaln (staltute alpproalch), yalkni ka ljialn terhaldalp sejumla lh pera lturaln perunda lng-

undalnga ln yalng terka lit eralt denga ln ma lteri pokok penelitia ln alnta lral la linnya l ia llalh Undalng-

Undalng No. 19 Ta lhun 2003 tenta lng Baldaln Usalha l Milik Negalral, Undalng-Undalng No. 17 

Talhun 2003 tenta lng Keualngaln Negalral, Undalng-Undalng No. 31 Ta lhun 1999 Jo. Unda lng-
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Undalng No. 20 Ta lhun 2001 tentalng Pembera lntalsaln Tinda lk Pidalna l Korupsi, Unda lng-Undalng 

No. 1 Talhun 2004 tenta lng Perbenda lhalrala ln Negalral, UndalngUnda lng No. 40 Talhun 2007 

tentalng Perseroa ln Terba ltals, daln lalin-lalinnyal.4 

 

HA LSIL DA LN PEMBALHALSA LN 

A Ltura ln Hukum Terha lda lp Bentuk-bentuk Perja lnjia ln Kerja lsa lma l Da lla lm Kegia lta ln Bisnis 

Ditinja lu Da lri Perspektif Hukum Bisnis 

Perja lnjia ln dallalm pengelola la ln sualtu usalhal memiliki peraln yalng salnga lt penting. Da llalm 

dunia l bisnis setialp perjalnjialn alkaln ditualngkaln seca lral formall mela llui sebua lh perikaltaln, 

sehingga l perjalnjialn tersebut alkaln memiliki kekua ltaln hukum daln kekua ltaln yalng memalksa l palral 

piha lk untuk dipa ltuhi daln dila lksa lna lkaln. Perjalnjia ln dalla lm bidalng Hukum Perda lta l, alkaln 

melalhirkaln hukum perjalnjialn. Ba lb III Kita lb Undalng-undalng Hukum Perdaltal berjudul 

Perika ltaln (Va ln Verbintenissen).  

Di sini, istilalh “perikaltaln” (Verbintenis) mengalndung pengertialn yalng lebih lua ls 

dalripaldal istilalh perjalnjialn (overeenkomst), seba lb dalla lm Buku III KUH Perda ltal dia ltur jugal 

tentalng persetujua ln (alta lu perjalnjialn) ya litu perihall perikaltaln yalng timbul da lri perbua ltaln 

melalngga lr hukum (onrechtima ltige da lald) daln perika ltaln ya lng timbul oleh unda lng-unda lng 

kalrenal perbualtaln malnusia l ya lng lalya lk (zalalkwalalrneming). Tetalpi sebalgialn besalr Buku III KUH 

Perdaltal ditujuka ln pa ldal perikaltaln-perika ltaln yalng timbul da lri persetujualn a ltalu perja lnjia ln. Ja ldi, 

menurut R. Subekti, Buku III KUH Perda lta l, “Berisikaln hukum perja lnjialn”5 

ALchma ld Ichsaln memberikaln perumusaln perja lnjia ln seba lga li berikut : “sua ltu hubungaln 

altals dalsalr hukum keka lya laln (Vermogen rechtelijke betreking) a lntalra l dua l piha lk altalu lebih 

dallalm ma lnal pihalk yalng saltu berkewaljibaln memberika ln sesualtu presta lsi altals na lmal piha lk yalng 

la lin mempunya li halk terha lda lp prestalsi itu.6 

Melihalt hall-hall ya lng dialtur dallalm Buku III KUH Perda ltal, malkal da lpalt dika ltalkaln ba lhwa l 

KUH Perda ltal Buku III berisi tenta lng hukum perja lnjialn, ditalmba lh denga ln beberalpal ketentua ln 

yalng mengaltur perika ltaln yalng la lhir kalrenal undalng-unda lng, balik ka lrenal perbualta ln malnusia l 

yalng sa lh malupun perbualta ln ma lnusial yalng tida lk sa lh.  

 
4 Isha lq. Metode Penelitia ln Hukum da ln Penulisaln Skripsi, Tesis, sertal Diserta lsi. Balndung: A LLFA LBETA L, 2017. 
Ha ll. 45 
5 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perda lta l, Interma lsa l, Ja lkalrta l, 2014, hall. 22. 
6 A Lchma ld Ichsa ln, Hukum Perda lta l IB, PT. Pembimbing Ma lsa l, Jalka lrtal, 2016, ha ll. 15 
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Eksistensi perja lnjialn sebalga li sa llalh sa ltu sumber perika ltaln dalpa lt kita l temui lalndalsalnnya l 

palda l ketentualn Palsall 1233 Kita lb Unda lngundalng hukum Perda ltal yalng menyalta lkaln balhwal : 

“Tialp-tia lp perikaltaln dilalhirka ln, ba lik kalrenal perjalnjialn ba lik ka lrena l undalng-unda lng”. 

Ketentualn tersebut dipertega ls lalgi denga ln rumusa ln ketentua ln Palsall 1313 Kitalb 

Undalngundalng hukum Perda lta l, yalng menyaltalkaln ba lhwal “Sua ltu perjalnjialn alda llalh sualtu 

perbua ltaln di ma lna l saltu ora lng altalu lebih mengikaltkaln diri terhaldalp sa ltu ora lng lalin altalu lebih”. 

Dengaln demikia ln jelalsla lh balhwa l perja lnjialn mela lhirkaln perikalta ln. Sya lra lt-syalralt untuk salhnyal 

sualtu perjalnjialn dallalm KUH Perdaltal di Indonesia l, dialtur dalla lm Buku III Pa lsall 1320 KUH 

Perdaltal yalng berbunyi seba lgali berikut : 

“Untuk sa lhnyal persetujualn-persetujualn, diperluka ln empalt sya lralt :7 

1. Sepalka lt mereka l yalng mengikaltkaln dirinyal;  

2. Keca lkalpaln untuk membua lt sua ltu perika ltaln;  

3. Sualtu hall tertentu;  

4. Sualtu sebalb yalng ha llall”.  

Di sini istilalh “persetujualn” dipalka li untuk pengertia ln yalng salma l denga ln “perja lnjialn” 

sebalga li halsil terjema lhaln “overeenkomst” da lla lm balha lsa l Bela lndal. Dalri keempalt syalra ltsya lralt 

untuk salhnyal sualtu perjalnjialn, ma lkal dual sya lra lt yalng perta lmal (sepalka lt daln keca lkalpaln) disebut 

syalralt-sya lralt subyektif, sedalng dua l syalralt yalng kedual (ha ll tertentu da ln calusal) a ldalla lh sya lralt-

syalralt obyektif. 

Secalral hukum bentuk-bentuk perja lnjialn tertulis ya lng dibua lt dunial bisnis, khususnya l 

berhubunga ln dengaln kekualta ln pembuktia ln, meliputi :  

1. Perja lnjia ln di ba lwa lh talngaln yalng ditalnda ltalngalni pa lral pihalk ya lng bersa lngkutaln salja l 

Perja lnjia ln semalcalm itu halnya l mengikalt pa lral piha lk dalla lm perjalnjia ln tetalpi tida lk 

mempunyali kekualta ln mengikalt pihalk ketigal. Denga ln kalta l lalin, jikal perja lnjia ln tersebut 

disalngka ll oleh pihalk ketigal, malkal palra l piha lk a ltalu salla lh saltu piha lk da lri perjalnjialn 

tersebut berkewa ljiba ln untuk menga ljukaln bukti-bukti ya lng dipergunalkaln untuk 

membuktikaln ba lhwa l keberaltaln pihalk ketiga l dimalksud a ldalla lh tidalk berdalsalr daln tida lk 

dalpa lt dibena lrka ln.  

2. Perja lnjia ln yalng disa lhkaln notalris denga ln melega llisir talnda l talnga ln palral piha lk Fungsi 

kesalksia ln nota lris a ltals sualtu dokumen sema lta l-maltal ha lnyal untuk melegallisir kebena lraln 

ta lndalta lngaln pa lral pihalk. ALka ln tetalpi kesalksia ln tersebut tida lklalh mempengalruhi 

 
7 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kita lb Undalng-undalng Hukum Perda lta l (terjema lha ln dalri BW), Pra ldnya l Palralmita l, 
Ja lka lrta l, 2010, ha ll. 307. 
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kekua ltaln hukum dalri isi perja lnjialn. Jaldi walla lu pa lral pihalk tida lk da lpa lt menya lngkall 

balhwal ia l mena lndalta lnga lni perjalnjialn itu; ial mungkin sa ljal menyalngkall isi perja lnjia lnnyal. 

Nalmun piha lk ya lng menyalngka ll tersebut a ldalla lh pihalk yalng halrus membuktika ln 

penya lngkalla lnnyal.  

3. Perja lnjia ln yalng dibua lt di ha ldalpaln da ln oleh notalris dallalm bentuk a lktal nota lriel. Jenis 

dokumen ini merupa lkaln alla lt bukti ya lng sempurna l balgi palra l piha lk yalng bersa lngkutaln 

ma lupun piha lk ketiga l. 

Bentuk kerja lsalmal dallalm bisnis bukalnlalh ha ll yalng ba lru, da lri zalma ln dulu suda lh balnyalk 

bekerjalsalmal dalla lm bisnis teruta lmal yalng bersifa lt sederha lnal dengaln tujua lnnyal malsingmalsing.8 

Sa lalt ini alda l ba lnyalk sekalli bentuk kerja lsalma l dalla lm kegia ltaln bisnis yalng ditualngkaln dallalm 

sualtu alkta l hukum seperti: Merger, Kosolida lsi, Joint Ventural daln Walrallalbal ya lng berkemba lng 

pesalt, sesuali perkemba lnga ln ekonomi sua ltu dalera lh.9 Kalrena l pertimbalngalnnya l, dallalm 

melalkuka ln sualtu kegia ltaln bisnis, ka ldalngkalla l sualtu baldaln usa lhal kura lng ma lmpu menja llalnkaln 

sendiri, sehingga l perlu untuk menga ldalkaln kerjal salmal dengaln baldaln usa lh la lin. 

Bentuk-bentuk Kerja lsa lma l Da llalm Kegia lta ln Perda lga lnga ln Ya lng Da lpa lt Dila lkuka ln 

Ma lna ljemen Perusa lha la ln  

Mela lkukaln sua ltu kegia ltaln bisnis ka ldalngkallal sualtu ba ldaln usa lhal kuralng malmpu 

menjallalnkaln sendiri ta lnpal mengalda lkaln kerjal salma l denga ln balda ln usalha l la lin, beberalpal bentuk 

kerjalsalma l :  

a. Merger Merger a ltalu fusi a ldalla lh sua ltu pengga lbungaln saltu altalu beberalpal ba ldaln usalha l 

sehingga l dalri sudut ekonomi merupa lkaln saltu kesaltualn, talnpa l melebur baldaln usa lhal yalng 

berga lbung. Dipa lndalng dalri segi ekonomi, a ldal dual jenis merger, ya litu : 

1. Mergen horizonta ll Penggalbunga ln saltu altalu beberalpa l perusa lha laln ya lng ma lsing-malsing 

kegialta ln bisnis (produksinya l) berbedal sa ltu salmal lalin sehingga l yalng saltu denga ln yalng 

la linnyal merupa lkaln kela lnjutaln dalri ma lsing-malsing produk.  

2. Merger vertica ll Penggalbungaln sa ltu alta lu beberalpal perusalhala ln ya lng ma lsing-malsing 

kegialta ln bisnis berbeda l saltu sa lmal lalin, nalmun tida lk salling mendukung da llalm 

pengga lbungaln produk. Ha ll ini a lkaln menjurus palda l pembentuka ln sualtu kerjalsa lmal yalng 

menuju ke alra lh konsern. Konsern a ldalla lh sua ltu susunaln da lri perusalhala ln-perusalhala ln 

 
8 Suwa lrdi, 2014. Bentuk-Bentuk Kerja lsalma l Da lla lm Kegialtaln Usa lha l. https://suwa lrdi73.wordpress.com/, Ha ll. 1 
Dia lkses ta lnggall 25 November 2023. 
9 A Lshibly, 2012. Bentuk-Bentuk Kerja lsa lma l Dalla lm Kegia lta ln Bisnis. http://a lshibly.blogspot.co.id/ Ha ll. 2 Dia lkses 
talngga ll 25 November 2023 
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yalng seca lral yuridis teta lp ma lndiri daln yalng sa ltu dengaln yalng lalin merupalka ln saltu 

kesaltualn ekonomi ya lng dipimpin oleh sua ltu perusa lhalaln induk. 

b. Konsolidalsi  

Penggalbunga ln a lntalral dual alta lu lebih balda ln usalhal yalng mengga lbungkaln diri sa lling 

melebur menja ldi saltu da ln membentuk sa ltu baldaln usa lha l yalng ba lru (pelebura ln). Hall ini 

bertujualn untuk “menyeha ltkaln” balda ln usalhal yalng bersa lngkuta ln a ltalu bialsal disebut 

restrukturisa lsi. Restrukturisa lsi ba ldaln usalhal tidalk halnya l menya lngkut alspek bisnis, teta lpi 

menyalngkut usalha l, orgalnisa lsi, ma lnaljemen, keualnga ln malupun alspek hukum. Denga ln 

demikia ln pengertialn restrukturisa lsi baldaln usalha l aldalla lh sua ltu kerjalsalma l alnta lral dua l altalu 

beberalpal ba ldaln usa lhal ya lng dila lkuka ln secalral terenca lna l, dengaln ja llaln mengubalh polal baldaln 

usalhal dalla lm mela lksa lnalkaln kegialtalnnya l algalr da lpalt mencalpali tujualn denga ln balik.  

c. Pela lksa lnalaln merger Ba lgi Ba ldaln Usalhal yalng berbentuk Perseroa ln Terbalta ls (PT) 

Halnyal da lpalt dilalkukaln alpa lbila l telalh menda lpalt persetujua ln Ra lpalt Umum Pemega lng 

salhaln (RUPS) malsing-ma lsing balda ln usalhal yalng terliba lt.  

d. Joint Venture 

 Secalra l umum dialrtikaln sebalgali sualtu persetujua ln di a lntalral dual piha lk a ltalu lebih, untuk 

melalkuklaln kerjalsalma l dallalm sua ltu kegialtaln. Persetujua ln yalng dima lksud a ldalla lh kesepa lka ltaln 

yalng dida lsalri a ltals saltu perjalnjialn sebalgalimalnal dia ltur da llalm Palsall KUH Perda ltal.  

e. Wa lralla lbal/fralnchise  

Perika ltaln di malnal sallalh saltu piha lk diberikaln halk untuk mema lnfalaltkaln daln/a ltalu 

menggunkaln ha lk a ltals kekalyala ln intelektuall altalu penemua ln, alta lu ciri kha ls usa lhal yalng dimiliki 

piha lk la lin dengaln imba llaln berda lsa lrka ln persya lraltaln daln alta lu penjualla ln ba lra lng da ln ja lsa l. 

Pa ldal dalsalrnya l sualtu fralnchise a ltalu walrallalbal, a lda llalh sualtu bentuk perja lnjialn, yalng 

isinya l memberikaln halk da ln kewenalngaln khusus kepa lda l piha lk penerimal walra llalba l, yalng da lpalt 

terwujud da llalm bentuk : 

1. Halk untuk melalkuka ln penjualla ln alta ls produk berupa l balra lng daln alta lu ja lsal dengaln 

memperguna lkaln na lmal dalga lng altalu merek dalga lng tertentu;  

2. Halk untuk mela lksalnalkaln kegia ltaln usalhal dengaln a ltalu berdalsalrkaln pa ldal sualtu forma lt 

bisnis ya lng tela lh ditentuka ln oleh pemberi wa lra llalbal.  

Hall ini beralrti sebalgali sualtu perjalnjialn, walralla lbal tunduk paldal ketentualn umum yalng 

berlalku balgi sa lhnya l sua ltu perjalnjialn sebalgalimalna l dialtur da llalm Buku III KUH Perda ltal 

Wa lralla lbal seba lgali sualtu bentuk perjalnjialn, dalpa lt diliha lt da lri perja lnjia ln itu sendiri seba lgali 

berikut; Perja lnjia ln, menurut rumusa ln Pa lsa ll 1313 KUH Perda lta l, didefinisikaln sebalgali : “sualtu 
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perbua ltaln dengaln ma lna l saltu oralng a ltalu lebih mengika ltkaln dirinyal terha ldalp saltu ora lng lalin 

altalu lebih”.10 

Secalral khusus penga lturaln mengena li walra llalba l di Indonesia l da lpa lt kita l temukaln dallalm 

Peralturaln Pemerinta lh Nomor 16 Ta lhun 1997 ya lng dija lba lrkaln palda l Keputusa ln Menteri 

perindustrialn daln Perda lgalngaln Nomor 359/MPP/KEP/7/1997 tenta lng Taltal Ca lral Pela lksa lnalaln 

Pendalftalraln Usalha l Walralla lbal. 

 

KESIMPULA LN 

1. ALturaln hukum terha lda lp perja lnjialn kerjalsalmal dalla lm kegialta ln bisnis ditinja lu dalri 

perspektif hukum bisnis, menga lcu kepaldal hukum Perdalta l khususnya l Palsall 1313 KUH 

Perdaltal, ya lng menya ltalkaln ba lhwa l “Sua ltu perjalnjialn aldallalh sualtu perbua ltaln di malnal 

saltu oralng a ltalu lebih mengikaltka ln diri terha ldalp saltu oralng lalin a ltalu lebih”. Sehinggal 

jelals ba lhwa l perjalnjialn mela lhirkaln perika ltaln, demikia ln juga l KUH Dalga lng daln 

pera lturaln perunda lnga ln-undalngaln Indonesia l dallalm berbalga li bentuk baldaln usa lhal.  

2. Bentuk-bentuk kerja lsa lmal da llalm kegialta ln perda lgalngaln ya lng dalpa lt dilalkukaln 

ma lnaljemen perusalha laln seperti Merger, Kosolida lsi, Joint Ventural daln Wa lralla lbal. 

Merger a ldalla lh sualtu penggalbungaln saltu altalu beberalpal balda ln usalha l sehinggal dalri sudut 

ekonomi merupalkaln saltu kesa ltualn, talnpal melebur baldaln usalhal yalng bergalbung. 

Konsolidalsi/penggalbunga ln a lntalra l dual alta lu lebih ba ldaln usalhal yalng mengga lbungkaln 

diri salling melebur menjaldi saltu daln membentuk sa ltu baldaln usa lhal ya lng balru 

(peleburaln). Hall ini bertujualn untuk “menyeha ltkaln” ba ldaln usa lhal ya lng bersalngkutaln 

altalu bialsal disebut restrukturisalsi. Joint Ventural sebalgali sualtu persetujua ln di a lntalra l dua l 

piha lk altalu lebih, untuk mela lkuklaln kerja lsa lmal dalla lm sualtu kegia lta ln. Walra llalba l 

Perika ltaln di malnal sallalh saltu piha lk diberikaln halk untuk mema lnfalaltkaln daln/a ltalu 

menggunkaln ha lk alta ls kekalya laln intelektuall altalu penemualn, altalu ciri kha ls usa lhal yalng 

dimiliki pihalk lalin dengaln imba llaln berda lsa lrka ln persya lralta ln da ln altalu penjua llaln balralng 

daln ja lsal. 

 

SA LRA LN 

1. Sebaliknyal ma lnaljemen perusalhala ln mengikuti a lturaln hukum terhaldalp perjalnjialn 

kerjalsalma l dalla lm kegialta ln bisnis, sehingga l da llalm menjalla lnkaln kegia lta ln usa lhalnya l 

dalpa lt berjallaln lalnca lr, daln memiliki kekua lta ln hukum yalng mengikalt seperti da llalm 

 
10 Guna lwa ln Widja lja l, Wa lra lla lbal, PT. Ra ljal Gralfindo Persa lda l, Jalka lrta l, 2011, hall. 76. 
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perjalnjialn alta lu kontralk ya lng dibualt oleh piha lk ya lng terlibalt da llalm perja lnjia ln bisnis 

yalng dila lkukaln.  

2. Untuk lebih mempercepa lt pertumbuha ln usalha l, malka l malnaljemen sebaliknya l 

mempertimba lngkaln untuk membua lt kontralk bisnis balgi pengembalngaln usa lhal mela llui 

Merger, Kosolida lsi, Joint Ventural da ln Wa lra llalba l sesuali denga ln kebutuha ln daln 

spesifika lsi usalhal daln bentuk hukum perusa lhala ln yalng ingin dikemba lngka ln. 
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